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BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian

o

perhitungan Jumlah besaran penerimaan pada Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci,
dengan mempedomani perhitungan yang dilakukan oleh
Kantor jasa penilai publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan
Rekan. maka perlu merubah Peraturan Bupati Kerinci
nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2017 Nomor 22), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kerinci nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kerinci tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra
Tingkat Il dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat
I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);
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